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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupten
Barito Utara Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2025;

b. bahwa berkenaan adanya perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi proritas pembangunan daerah,
kerangka ekonomi dan keuangan daerah pada
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2025 serta dalam rangka melaksanakan
ketentuan pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2025;

Mengingat ; 1. Pasal 18 ayat 6 Undang - undang Dasar negara
Republik Indonesia tahun 1945;



. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Tanah Laut, Daerah Tingkat Il Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
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13.
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sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Daerah Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6,




Menetapkan

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2025 Nomor 1 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 16 Tahun 2022
tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Nomor 35
Tahun 2022 (Berita Daerah Nomor 35 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN :

: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun
2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah kabupaten Barito Utara tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 12), diubah

sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 2A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I
BAB Il

BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI

PENDAHULUAN

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2024 KABUPATEN BARITO
UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KEDUA

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

PENUTUP

2. Diantara Pasal 3 dan pasal 4, Disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Utara ini.




Pasal II
Peraturan Bupati Barito Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati Barito Utara ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Agustus 2025

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

INDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH Sgiiz=mrSsoyci Dargan Al
s !LH B A8 N ARy Py TrT TR A
KABUPATEN BARITO UTARA, //3}4‘ LDAREN HE
W e SEES0210 250604 2 01
MUHLIS A i~ & 2007
\\\‘bl A "-’\J‘H'

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA AHUN 2025 NOMOR 14




